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Pedagang Malioboro
Wadul Komnas HAM

Cari Solusi sebelum
+ 4Relokasi dari TM 2

JOGJA - Perwakilan peda-
gang Teras Malioboro (TM)
2mendatangi Komisi Na-
sional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) RI. Mereka
mengadukan kondisi fak-
tual dalam proses relokasi
pedagangjilid kedua oleh
Pemprov .DIJ maupun
Pemkot DIJ.

Rakha Ramadhan, staf
Divisi Advokasi LBH Jog-
jakarta dan pendamping
hukum PKL Malioboro,
mengungkapkan, audiensi
dengan Komnas. HAM
tersebut bérlangsung Kamis
(24/10). Pedagang telah
menyampaikan beberapa
usul kepada mereka.

"Namun, hingga hari ini
(kemarin, Red), belum ter-
wujud. Sebagai tindak lanjut,
Komnas HAM bakal me-
nerbitkan surat perlindu-
ngan kepada para pedagang
atas adanya represi dan
dugaan kriminalisasi. Masih
dalam proses. Mereka bilang
secepatnya,” kata Rakha
kepada Jawa Pos Radar Jogja
kemarin (27/10).

-Selain itu, Komnas HAM
akan meninjau laporan
para pedagang. Mereka
bermaksud menjeda dahulu

LAPOR: F

proses relokasi dan mem-

fasilitasi musyawarah antara

pedagang dan pemangku
kebijakan.

Pemprovdan pemkot telah
lalai dalam melindungi,
menghormati, dan mema-
jukan hak pedagang selaku
rakyat terdampak kebijakan.
Beberapa kendala yang
dialami pedagang, antara
lain, menurunnya penda-
patan dan adanya intimi-
dasi. Kami telah sampaikan
semuanya kepada Komnas
HAM,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, Komnas
HAM yang diwakili salah
seorang komisionernya,
Hari Kurniawan, menilai
partisipasi masyarakatitu
sangat perlu ditanggapi.
Menurut dia, Pemkot Jogja
tidak boleh memecah belah
pedagang. Relokasi tanpa

ilan pedagang Teras N
Komnas HAM, Kamis (24/1Q).

partisipasi pedagang berarti
melanggar hak ekonomi,
sosial, dan budaya.

Ketua Paguyuban Tri
Dharma Supriyati menam-
bahkan, PKL Teras Malioboro
sebagai rakyat kecil terimpit
di tengah dua kebijakan
raksasa. Yakni, Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Borobudur-Jog-
jakarta-Prambanan dan
World Intangible Heritage
UNESCO. Diamenegaskan,
program tersebutberdampak
pada penyingkiran hak-hak
pedagang.

"Poin-poinitulah yangme-
latarbelakangi PKL. Malioboro
mengadu ke Komnas HAM.
Diharapkan, mereka bisa
menjadi institusi yang me-
lindungi dan memajukan
hak-hak para pedagang,’
ujarnya. (oso/dri)
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